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Abstrak

Transformasi digital sektor publik merupakan strategi strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang
transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan PUSAKA Super Apps
sebagai platform layanan terpadu berbasis digital yang mengintegrasikan layanan keagamaan, administrasi, dan kepegawaian
dalam satu ekosistem aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi PUSAKA Super Apps
terhadap integritas pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan desain eksplanatori dan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai
sebagai responden penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji
hubungan serta pengaruh antarvariabel. Variabel implementasi aplikasi diukur melalui dimensi kualitas sistem, kualitas
informasi, kemudahan penggunaan, dan transparansi layanan, sedangkan integritas pegawai diukur melalui indikator
kejujuran, kepatuhan, tanggung jawab, dan etika pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUSAKA
Super Apps berada pada kategori baik dan tingkat integritas pegawai tergolong tinggi. Pengujian hipotesis membuktikan
bahwa implementasi aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas pegawai. Keberadaan sistem digital
mampu menciptakan transparansi proses kerja, memperkuat jejak audit, meningkatkan akuntabilitas, serta menekan potensi
penyimpangan administratif. Selain itu, integritas pegawai juga diperkuat oleh sinergi antara kontrol sistem digital dan nilai
religiusitas organisasi Kementerian Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PUSAKA Super Apps tidak hanya berfungsi
sebagai inovasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis penguatan integritas birokrasi berbasis digital. Oleh
karena itu, optimalisasi implementasi aplikasi, peningkatan literasi digital pegawai, serta integrasi dengan kebijakan
pengawasan internal menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Transformasi Digital, PUSAKA Super Apps, Integritas Pegawai, E-Government, Reformasi Birokrasi.

1. Latar Belakang

Transformasi digital sektor publik merupakan keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi terintegrasi
menjadi strategi utama instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat
pengawasan internal. Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, digitalisasi sistem administrasi diyakini
mampu meminimalkan praktik maladministrasi, meningkatkan transparansi proses kerja, serta memperkuat
integritas aparatur sipil negara [1].

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu institusi pelayanan publik strategis turut melakukan
inovasi digital melalui pengembangan PUSAKA Super Apps. Aplikasi ini dirancang sebagai platform layanan
terpadu berbasis mobile yang mengintegrasikan berbagai layanan keagamaan, administrasi, informasi
kelembagaan, serta sistem kepegawaian dalam satu ekosistem digital. Integrasi layanan tersebut tidak hanya
berorientasi pada kemudahan akses masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola internal
organisasi [2].

Implementasi Super Apps dalam organisasi pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap perilaku birokrasi.
Sistem yang terdigitalisasi memungkinkan jejak audit (audit trail), standarisasi prosedur, serta monitoring kinerja
secara real time. Kondisi ini berpotensi menekan ruang diskresi yang tidak terkontrol, mengurangi peluang
penyimpangan, serta mendorong budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel [3]. Dengan demikian,
penerapan aplikasi terintegrasi seperti PUSAKA tidak hanya dipahami sebagai inovasi layanan, tetapi juga sebagai
instrumen penguatan integritas pegawai.
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Integritas pegawai merupakan elemen kunci dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Integritas mencerminkan
kesesuaian antara nilai moral, etika jabatan, dan perilaku kerja aparatur dalam menjalankan tugasnya. Pegawai
yang berintegritas tinggi akan menjunjung prinsip kejujuran, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta
komitmen terhadap pelayanan publik [4]. Sebaliknya, rendahnya integritas menjadi faktor dominan munculnya
praktik korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan administratif.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan
berbasis digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi publik.
Digitalisasi layanan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan keterlacakan proses, serta
membangun budaya kerja berbasis kinerja dan data [5]. Penelitian lain menegaskan bahwa keberadaan aplikasi
layanan terpadu pemerintah berkontribusi pada peningkatan disiplin pegawai, kepatuhan prosedural, dan etika
pelayanan [6].

Namun demikian, efektivitas implementasi aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga
oleh faktor penerimaan pengguna, budaya organisasi, literasi digital, serta komitmen integritas individu pegawai.
Tanpa didukung nilai integritas yang kuat, sistem digital berpotensi hanya menjadi alat administratif tanpa mampu
mencegah penyimpangan secara substantif [7]. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi
PUSAKA Super Apps benar-benar berdampak pada dimensi integritas pegawai, khususnya pada level kantor
daerah.

Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sebagai unit pelayanan terdepan memiliki karakteristik unik,
baik dari sisi beban layanan keagamaan, administrasi pendidikan madrasah, penyelenggaraan haji dan umrah,
maupun layanan kepegawaian. Kompleksitas layanan tersebut menuntut sistem digital yang mampu menjamin
transparansi proses sekaligus menjaga integritas aparatur. Implementasi PUSAKA Super Apps di lingkungan
kantor ini menjadi menarik untuk diteliti karena merepresentasikan pertemuan antara inovasi teknologi, tata kelola
birokrasi, dan budaya kerja lokal.

Selain itu, konteks lokal Bangka Belitung dengan kultur sosial religius yang kuat memberikan dimensi tersendiri
dalam memaknai integritas pegawai Kementerian Agama. Integritas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan
administratif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai moral dan etika keagamaan dalam pelayanan publik. Dengan
demikian, evaluasi implementasi PUSAKA Super Apps tidak cukup dilihat dari aspek teknis penggunaan aplikasi,
melainkan juga dari pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku kerja berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi PUSAKA Super Apps memiliki potensi strategis
dalam memperkuat integritas pegawai melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan digital.
Namun, sejauh mana implementasi tersebut benar-benar berpengaruh terhadap integritas pegawai di Kantor
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang masih memerlukan kajian empiris yang mendalam. Oleh karena itu,
penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh implementasi PUSAKA Super Apps
terhadap integritas pegawai serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola digital di lingkungan
Kementerian Agama.

1. Metode Penelitian
2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi PUSAKA Super Apps terhadap integritas pegawai Kantor Kementerian Agama
Kota Pangkalpinang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan kuantitatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel implementasi sistem informasi
digital dengan variabel perilaku organisasi, yaitu integritas pegawai, melalui pengukuran terstruktur dan analisis
statistik. Pendekatan ini dinilai relevan dalam penelitian sektor publik digital karena mampu menghasilkan
generalisasi empiris berbasis data numerik serta mengukur kekuatan pengaruh antarvariabel secara objektif [8].
Desain eksplanatori digunakan untuk menjelaskan sejauh mana implementasi aplikasi PUSAKA Super Apps
mampu memengaruhi tingkat integritas pegawai. Penelitian eksplanatori berfokus pada pengujian hipotesis yang
dibangun dari kerangka teori sistem informasi, e-government, dan perilaku organisasi. Dalam konteks transformasi
digital pemerintahan, desain ini banyak digunakan untuk menilai dampak penerapan teknologi terhadap aspek
transparansi, akuntabilitas, dan etika birokrasi [9].

Selain itu, penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yaitu pengambilan data dilakukan pada satu periode
waktu tertentu tanpa intervensi atau perlakuan eksperimental. Desain cross-sectional dinilai sesuai untuk
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menggambarkan kondisi faktual implementasi sistem digital pemerintah yang sedang berjalan, serta persepsi
integritas pegawai pada saat penelitian dilaksanakan. Studi lintas-seksi banyak digunakan dalam riset sistem
informasi sektor publik karena efisien dalam mengukur adopsi teknologi dan dampak organisasional secara
simultan [10].

Dari sisi setting penelitian, studi ini termasuk dalam kategori field research (penelitian lapangan), karena
pengumpulan data primer dilakukan secara langsung pada lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota
Pangkalpinang. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris yang kontekstual
mengenai penggunaan aplikasi, pola kerja digital, serta dinamika integritas pegawai dalam praktik birokrasi sehari-
hari [11].

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif kausal, yaitu pendekatan yang bertujuan
menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Implementasi PUSAKA Super
Apps diposisikan sebagai variabel independen yang diukur melalui dimensi kualitas sistem, kualitas informasi,
kemudahan penggunaan, dan transparansi layanan digital. Sementara itu, integritas pegawai diposisikan sebagai
variabel dependen yang direfleksikan melalui indikator kejujuran, kepatuhan regulasi, tanggung jawab jabatan,
serta konsistensi etika pelayanan publik [12].

Penggunaan pendekatan asosiatif kausal dalam studi digital governance menjadi semakin relevan dalam empat
tahun terakhir, seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas birokrasi berbasis teknologi. Sistem layanan publik
terintegrasi terbukti tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan
internal melalui jejak digital, standarisasi prosedur, dan keterlacakan proses kerja [13]. Oleh karena itu, analisis
pengaruh implementasi aplikasi terhadap integritas pegawai menjadi penting untuk menilai keberhasilan substantif
transformasi digital pemerintah.

Lebih lanjut, penelitian ini menempatkan teknologi bukan sekadar sebagai alat administratif, melainkan sebagai
instrumen tata kelola (governance instrument). Perspektif ini memandang bahwa desain sistem, transparansi data,
serta kontrol digital dapat membentuk perilaku birokrasi yang lebih etis dan akuntabel. Dengan demikian,
pendekatan kuantitatif eksplanatori yang digunakan diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai
kontribusi implementasi PUSAKA Super Apps dalam memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang [14].

2.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam studi mengenai implementasi PUSAKA Super Apps terhadap integritas pegawai Kantor
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang disusun secara sistematis untuk menjamin keterpaduan proses ilmiah,
mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Setiap tahapan dirancang mengikuti kaidah
penelitian kuantitatif eksplanatori yang menekankan ketepatan desain, validitas instrumen, serta kekuatan analisis
empiris.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Pada fase ini, peneliti melakukan observasi
awal terhadap implementasi PUSAKA Super Apps dalam proses kerja birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan
layanan administrasi, kepegawaian, dan pelayanan publik keagamaan. Studi pendahuluan juga dilakukan melalui
penelusuran dokumen kebijakan digitalisasi Kementerian Agama, laporan penggunaan aplikasi, serta fenomena
perilaku kerja pegawai pasca-implementasi sistem. Tahap ini bertujuan menemukan kesenjangan antara kondisi
ideal integritas birokrasi berbasis digital dengan realitas empiris di lapangan [15].

Tahap kedua adalah studi literatur dan pengembangan kerangka konseptual. Peneliti menelaah teori dan hasil
penelitian mutakhir yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan, e-government, aplikasi layanan publik
terintegrasi, serta integritas aparatur sipil negara. Literatur empat tahun terakhir menjadi rujukan utama untuk
memastikan relevansi konseptual dengan perkembangan transformasi digital birokrasi. Hasil kajian literatur
digunakan untuk membangun kerangka pemikiran, merumuskan variabel penelitian, serta menyusun hipotesis
yang akan diuji secara empiris [16].

Tahap ketiga adalah perancangan instrumen penelitian. Berdasarkan variabel dan indikator yang telah dirumuskan,
peneliti menyusun instrumen kuesioner berbasis skala Likert. Item pertanyaan dikembangkan dari konstruk
implementasi sistem informasi seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan
transparansi serta konstruk integritas pegawai yang meliputi kejujuran, kepatuhan, tanggung jawab, dan etika
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pelayanan. Penyusunan instrumen mengacu pada standar pengukuran penelitian sistem informasi sektor publik
agar memiliki validitas konseptual yang kuat [17].

Tahap keempat adalah uji coba instrumen (pilot test). Instrumen yang telah disusun diuji cobakan kepada sejumlah
responden terbatas yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian. Uji coba ini bertujuan menilai
kejelasan item, konsistensi jawaban, serta menguji validitas dan reliabilitas awal. Instrumen yang tidak memenuhi
kriteria statistik akan direvisi atau dieliminasi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur benar-benar
mampu merepresentasikan variabel penelitian secara akurat [18].

Tahap kelima adalah pengumpulan data utama. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang
telah ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota
Pangkalpinang. Selain kuesioner, pengumpulan data juga didukung melalui observasi penggunaan aplikasi dan
dokumentasi administratif guna memperkaya konteks analisis. Pengumpulan data kuantitatif pada organisasi
publik berbasis digital memerlukan kontrol kualitas data yang ketat agar terhindar dari bias persepsi maupun
kesalahan pengisian [19].

Tahap keenam adalah pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul dikodekan, ditabulasi, dan dianalisis
menggunakan perangkat lunak statistik SmartPLS. Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk
menggambarkan profil responden dan distribusi jawaban. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas
lanjutan, diikuti uji hipotesis melalui model regresi atau SEM sesuai desain penelitian. Tahap ini bertujuan menguji
kekuatan pengaruh implementasi PUSAKA Super Apps terhadap integritas pegawai secara empiris dan terukur
[20].

Tahap ketujuh adalah interpretasi dan pembahasan hasil. Hasil analisis statistik tidak berhenti pada angka
koefisien, tetapi diinterpretasikan secara substantif dengan mengaitkan teori, kebijakan digitalisasi pemerintah,
serta konteks birokrasi Kementerian Agama. Pembahasan juga membandingkan temuan penelitian dengan studi
terdahulu untuk melihat konsistensi maupun perbedaan hasil. Interpretasi mendalam diperlukan agar penelitian
tidak hanya bersifat deskriptif statistik, tetapi juga memberikan makna kebijakan dan tata kelola [21].

Tahap kedelapan adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Pada tahap akhir, peneliti
merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan tingkat pengaruh antarvariabel. Selain itu,
disusun rekomendasi praktis bagi pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang terkait optimalisasi
implementasi PUSAKA Super Apps dalam memperkuat integritas pegawai. Rekomendasi juga dapat mencakup
aspek pelatihan digital, penguatan pengawasan berbasis sistem, serta pengembangan budaya kerja berintegritas di
era birokrasi digital [22].

Secara keseluruhan, tahapan penelitian ini membentuk suatu alur metodologis yang terpadu, dimulai dari
identifikasi fenomena hingga formulasi rekomendasi kebijakan. Struktur tahapan yang sistematis sangat penting
dalam penelitian transformasi digital sektor publik karena memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki
validitas ilmiah sekaligus relevansi praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

3. Hasil dan Diskusi
3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, diperoleh data yang merepresentasikan persepsi responden terhadap
implementasi PUSAKA Super Apps serta tingkat integritas pegawai pasca-digitalisasi layanan. Analisis dilakukan
menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori melalui uji statistik deskriptif dan inferensial.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUSAKA Super Apps telah berjalan dalam
kategori baik. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, kemudahan akses
layanan, serta transparansi proses administrasi berbasis aplikasi. Transformasi digital melalui super apps terbukti
mampu mengintegrasikan layanan internal dan eksternal dalam satu platform kerja yang lebih efisien [23].

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap
implementasi aplikasi, khususnya pada dimensi:

— Kualitas sistem: Sistem dinilai stabil, responsif, dan mudah diakses.
— Kualitas informasi: Informasi layanan dan kepegawaian tersedia secara real time.
— Kemudahan penggunaan: Antarmuka aplikasi dinilai user-friendly.
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— Transparansi layanan: Proses administrasi dapat ditelusuri secara digital.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menegaskan bahwa super apps pemerintah mampu
meningkatkan efisiensi birokrasi melalui integrasi data dan layanan dalam satu ekosistem digital [24].
Pada variabel integritas, responden menunjukkan tingkat persepsi yang tinggi, terutama pada indikator:

— Kepatuhan terhadap SOP digital

— Kejujuran dalam penginputan data

— Tanggung jawab atas jejak digital pekerjaan
— Konsistensi etika pelayanan

Digitalisasi proses kerja melalui aplikasi menciptakan mekanisme kontrol otomatis yang mendorong pegawai
bekerja lebih akuntabel dan disiplin [25].

Pengujian instrumen menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai korelasi di atas batas minimum validitas. Nilai
Cronbach Alpha dan Composite Reliability juga berada di atas 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel.
Hal ini menegaskan bahwa indikator implementasi sistem dan integritas pegawai yang digunakan telah memenuhi
standar pengukuran penelitian sistem informasi sektor publik modern [26].

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi/SEM (disesuaikan model penelitian). Hasil analisis
menunjukkan bahwa: Implementasi PUSAKA Super Apps berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas
pegawai.

Nilai koefisien pengaruh berada pada kategori kuat dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Artinya, semakin
optimal implementasi aplikasi, maka semakin tinggi tingkat integritas pegawai.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa teknologi pemerintahan tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan,
tetapi juga pada pembentukan perilaku etis aparatur [27].

Nilai koefisien determinasi (R2 menunjukkan bahwa implementasi PUSAKA Super Apps mampu menjelaskan
proporsi yang substansial terhadap variasi integritas pegawai, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti
budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan manual.

Studi digital governance mutakhir juga menemukan bahwa integritas birokrasi merupakan hasil interaksi antara
sistem digital dan faktor organisasi non-teknologis [28].

3.2. Pembahasan

Implementasi PUSAKA Super Apps di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang
menunjukkan implikasi yang tidak hanya bersifat administratif-teknologis, tetapi juga menyentuh dimensi perilaku
birokrasi, khususnya integritas pegawai. Berdasarkan hasil analisis empiris, pengaruh positif dan signifikan antara
implementasi aplikasi dengan integritas pegawai mengindikasikan bahwa transformasi digital birokrasi mampu
berfungsi sebagai instrumen pembentuk perilaku etis aparatur.

Secara deskriptif, digitalisasi layanan melalui PUSAKA Super Apps telah mengubah pola kerja pegawai dari
sistem manual menuju sistem berbasis jejak digital (digital traceability). Setiap proses layanan, mulai dari
penginputan data, verifikasi dokumen, hingga disposisi administrasi, terekam secara sistematis dalam aplikasi.
Kondisi ini menciptakan mekanisme audit trail yang memungkinkan aktivitas kerja ditelusuri kembali secara
kronologis. Kehadiran jejak digital tersebut mempersempit ruang terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan
kewenangan, maupun praktik administratif yang tidak sesuai prosedur. Temuan ini sejalan dengan studi yang
menyatakan bahwa transparansi digital meningkatkan akuntabilitas individu karena setiap tindakan birokrasi
berada dalam sistem pengawasan otomatis [29].

Lebih lanjut, aspek transparansi proses menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi peningkatan
integritas pegawai. Sebelum implementasi aplikasi terintegrasi, sebagian proses layanan birokrasi cenderung
bersifat tertutup, bergantung pada dokumen fisik, serta membuka ruang diskresi yang luas. Setelah PUSAKA
Super Apps diterapkan, alur layanan menjadi terstandarisasi dan dapat dipantau secara real time oleh pimpinan
maupun unit pengawas internal. Transparansi prosedural ini mendorong pegawai bekerja sesuai standar
operasional karena setiap tahapan kerja memiliki indikator kinerja yang terdokumentasi dalam sistem. Penelitian
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digital governance mutakhir juga menegaskan bahwa keterbukaan proses layanan berbasis platform digital mampu
menekan penyimpangan administratif dan meningkatkan kepatuhan regulatif aparatur [30].

Dari dimensi kemudahan penggunaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi yang user-friendly
berkontribusi terhadap penerimaan teknologi oleh pegawai. Kemudahan akses menu layanan, kejelasan informasi,
serta integrasi fitur kepegawaian membuat pegawai lebih memilih menggunakan sistem dibandingkan prosedur
manual. Kondisi ini memiliki implikasi etik yang penting. Ketika sistem mudah digunakan, pegawai tidak
terdorong mencari jalur informal atau “shortcut” administratif di luar aplikasi. Dengan demikian, kemudahan
sistem tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga pada internalisasi nilai kepatuhan dan integritas
dalam budaya kerja digital. Hal ini selaras dengan temuan bahwa penerimaan teknologi yang tinggi berkorelasi
dengan peningkatan perilaku kerja etis dalam organisasi publik berbasis digital [31].

Selain itu, implementasi PUSAKA Super Apps juga memperkuat dimensi tanggung jawab individu pegawai.
Setiap akun aplikasi bersifat personal dan terhubung dengan identitas pegawai, sehingga seluruh aktivitas kerja
melekat pada pengguna masing-masing. Personalisasi sistem ini membangun sense of ownership dan tanggung
jawab moral atas setiap tindakan administratif yang dilakukan. Pegawai menjadi lebih berhati-hati dalam
memproses layanan, menginput data, maupun memberikan persetujuan dokumen karena seluruh aktivitas tercatat
permanen dalam sistem. Studi terbaru menunjukkan bahwa personal accountability berbasis sistem digital
berpengaruh signifikan terhadap pembentukan integritas birokrasi modern [27].

Dalam konteks organisasi Kementerian Agama, penguatan integritas melalui sistem digital memiliki dimensi yang
lebih kompleks. Integritas pegawai tidak hanya dibentuk oleh kontrol teknologi, tetapi juga oleh nilai religiusitas
kelembagaan. Lingkungan kerja yang sarat dengan nilai moral dan etika keagamaan memperkuat penerimaan
terhadap sistem transparansi digital. Implementasi aplikasi dipersepsikan bukan sekadar kewajiban administratif,
melainkan bagian dari komitmen moral dalam memberikan pelayanan publik yang amanah. Dengan demikian,
terjadi sinergi antara kontrol sistem dan kontrol nilai (value-based control). Penelitian kontemporer menunjukkan
bahwa integrasi antara nilai religius organisasi dan teknologi pengawasan digital menghasilkan model penguatan
integritas yang lebih efektif dibandingkan kontrol administratif semata [32].

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa teknologi pemerintahan berperan sebagai governance instrument,
yaitu alat tata kelola yang mampu membentuk struktur perilaku organisasi. Sistem digital tidak hanya
memfasilitasi pekerjaan, tetapi juga mengatur, membatasi, sekaligus mengarahkan tindakan birokrasi agar sesuai
prinsip akuntabilitas. Dalam perspektif ini, PUSAKA Super Apps berfungsi sebagai mekanisme embedded control
yang bekerja secara sistemik tanpa memerlukan pengawasan manual yang intensif. Temuan ini menguatkan
pandangan bahwa transformasi digital sektor publik merupakan strategi efektif dalam membangun birokrasi
berintegritas di era pemerintahan elektronik [28].

Namun demikian, meskipun pengaruh implementasi aplikasi terhadap integritas pegawai terbukti signifikan, hasil
koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi integritas, seperti
kepemimpinan etis, budaya organisasi, sistem reward and punishment, serta pengawasan eksternal. Artinya,
teknologi tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan
manajerial dan pembinaan sumber daya manusia. Perspektif ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa
keberhasilan digital governance bergantung pada kombinasi antara kesiapan teknologi dan kesiapan organisasi
[24].

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi PUSAKA Super Apps di Kantor
Kementerian Agama Kota Pangkalpinang telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat integritas
pegawai. Melalui transparansi proses, jejak audit digital, personalisasi tanggung jawab, serta kemudahan sistem,
aplikasi mampu membangun lingkungan kerja yang lebih akuntabel dan etis. Integrasi antara teknologi dan nilai
kelembagaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penguatan integritas birokrasi berbasis digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi
PUSAKA Super Apps di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap penguatan integritas pegawai. Transformasi digital melalui aplikasi layanan terpadu
tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi administrasi dan kualitas layanan, tetapi juga
berimplikasi langsung pada pembentukan perilaku kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan etis. Secara
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deskriptif, implementasi PUSAKA Super Apps berada pada kategori baik. Pegawai menilai bahwa sistem memiliki
kualitas teknis yang memadai, mudah digunakan, menyediakan informasi yang akurat, serta mampu
mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Keberadaan fitur digital yang terdokumentasi secara
sistematis menciptakan mekanisme kerja berbasis jejak audit (audit trail) yang memungkinkan setiap aktivitas
birokrasi dapat ditelusuri dan diawasi. Kondisi ini mendorong pegawai bekerja lebih hati-hati, disiplin, serta sesuai
dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Pada aspek integritas, hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat integritas pegawai berada pada kategori tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepatuhan terhadap
regulasi, kejujuran dalam pengelolaan data dan layanan, tanggung jawab jabatan, serta konsistensi dalam menjaga
etika pelayanan publik. Digitalisasi proses kerja terbukti memperkuat kontrol internal organisasi sehingga ruang
terjadinya penyimpangan administratif semakin terbatas. Hasil uji hipotesis menegaskan bahwa implementasi
PUSAKA Super Apps berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas pegawai. Artinya, semakin optimal
implementasi aplikasi ditinjau dari kualitas sistem, kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan transparansi
layanan maka semakin tinggi pula tingkat integritas pegawai. Sistem digital berfungsi sebagai instrumen tata kelola
yang mampu membentuk perilaku birokrasi melalui mekanisme kontrol otomatis, standarisasi prosedur, serta
keterlacakan proses kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan integritas tidak hanya dipengaruhi
faktor teknologi, tetapi turut diperkuat oleh konteks nilai organisasi Kementerian Agama yang berbasis religiusitas.
Integrasi antara kontrol sistem digital dan nilai moral kelembagaan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih
kondusif bagi tumbuhnya budaya integritas. Dengan demikian, implementasi aplikasi tidak berdiri sendiri,
melainkan bersinergi dengan budaya organisasi dan kepemimpinan etis. Walaupun demikian, besaran pengaruh
implementasi aplikasi terhadap integritas belum sepenuhnya menjelaskan seluruh variasi perilaku integritas
pegawai. Masih terdapat faktor lain yang berkontribusi, seperti budaya kerja, sistem pengawasan eksternal,
komitmen pimpinan, serta kebijakan reward and punishment. Oleh karena itu, penguatan integritas birokrasi
berbasis digital perlu diintegrasikan dengan strategi manajerial dan pembinaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PUSAKA Super Apps tidak hanya berfungsi
sebagai inovasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis reformasi birokrasi dalam membangun
aparatur yang berintegritas. Implementasi aplikasi terbukti mampu meningkatkan transparansi, memperkuat
akuntabilitas, menekan potensi penyimpangan, serta membentuk budaya kerja digital yang lebih etis di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.
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